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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

()

Peraturan kode etik anggota kepolisian Republik Indonesia
berdasarkan perpol Nomor 7 tahun 2002 yang dilakukan oleh
anggota Polri bahwa kode etik ini menjadi pedoman sikap, perilaku,
dan perbuatan anggota polri dalam melaksanakan tugas, wewenang,
tanggung jawab, serta kehidupan sehari-hari. Kepolisian Negara
Republik Indonesia hanya mengatur ketentuan umum tentang kode
etik kepolisian tanpa memberikan rincian yang jelas mengenai
batasan kode etik anggota Polri, terutama batasan kode etik anggota
Polri. kode etik kelembagaan dan hubungan dengan masyarakat,
serta pembatasan sikap bawahan Polri untuk menolak perintah
atasan jika perintah tersebut melanggar anggota masyarakat.

Penegakan kode etik oleh provos atas anggota yang bekerja sebagai
Debt Collector akan fokus pada kepatuhan mereka terhadap aturan
disiplin Polri dan etika profesi. Jika anggota Polri terlibat dalam
praktik penagihan utang yang melanggar hukum atau kode etik,
provos berwenang untuk melakukan tindakan disiplin, termasuk
penahanan disiplin, dan dalam kasus yang lebih serius, pemecatan.

Penegakan Kode Etik Kepolisian juga sangat dibutuhkan guna






